MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
41/PERMENTAN/OT.140/9/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG-WILAYAH (UAPPA/B-W)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengkonsolidasikan penyusunan
laporan keuangan dan monitoring pelaksanaan
anggaran lingkup Kementerian Pertanian di wilayah
provinsi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah
(UAPPA/B-W);

b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait
organisasi lingkup Kementerian Pertanian serta sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat
dan instansi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
41/Permentan/0T.140/9/2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W)
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebijakan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1817);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1307);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1250);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
41/PERMENTAN/OT.140/9/2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UNIT AKUNTANSI
PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG-WILAYAH
(UAPPA/B-W).

Pasal 1
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/
OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Unit  Akuntansi Pembantu  Pengguna
Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian,;
Gubernur/Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia;

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendahaaran, Kementerian
Keuangan di seluruh Indonesia; dan

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan di seluruh Indonesia.
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